BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : \88 /<70 Tatwun 2o

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Menimbang

Mengingat

SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMAWI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

. a. bahwa berdasarkan Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukohar)o;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan
perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan
Kepala Daerah;

c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S038);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

2

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor

S5071);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor o8,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran 2017(Lembaran Daerah  Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18};

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupat
Sukoharjo tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam  Lampiran
Keputusan 1ini.

Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum
KESATU adalah sebagai berikut :

a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi;



L+

c. mengumpulkan dan menganalisa data dasar sebagal bahan
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupat:i tentang
Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan

d. melaporkan hasilnya

Bupati.

ETIGA . Semua biaya yang timbul

dan Dbertanggungjawab kepada

sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

EMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan

10.

11,

12,

kepada Yth.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukohar)o;
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Administasl Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharn)o;

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Kepala Dinas Komunikasl dan
Informatika Kabupaten Sukoharjo
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukohar)o;

Kepala Bagian Hubungan
Masyarakat  Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
Tim yang bersangkutan.

EMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 (epember 20t

BUPATI SUKOHARJO,

WAéDOYO WIJAYA



Lampiran

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN P.

4

Nomor
Tanggal

Keputusan Bupati Sukoharjo

ERATURAN BUPATI SUKOHARJO

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN

NO JABATAN/INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1. | Kepala Dinas Komunikasi dan Pengarah Memberikan saran
Informatika Kabupaten dan petunjuk kepada
Sukoharjo Tim

2. | Kepala Bagian Hubungan | Penanggung jawab | Bertanggung jawab
Masyarakat Sekretariat Daerah seluruh kegiatan
Kabupaten Sukoharjo

3. |Kepala Bagian Hukum Sekretariat Sekretaris Bertanggungjawab di
Daerah Kabupaten Sukoharjo bidang

kesekretariatan

4. | Kepala Bidang Sistem Informasi Koordinator Bertanggungjawab
Dinas Komunikasi dan sesual bidang
Informatika Kabupaten tugasnya
Sukoharjo

5. | Kepala Sub Bagian Pemberitaan Ketua Bertanggungjawab
Media  Massa pada Baglan sesual bidang
Hubungan Masyarakat tugasnya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

6. | Kepala Sub Bagian Bantuan Anggota Bertanggungjawab
Hukum dan Pengkajian pada sesual bidang
Bagian Hukum Sekretariat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

7. | Kepala Sub Baglan Peraturan Anggota Bertanggungjawab
Perundang-Undangan pada sesual bidang
Bagian Hukum Sekretariat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

8. | Kepala Seksi Pengelola Informasi Anggota Bertanggungjawab
Publik, Bidang Sistem Informasi sesual bidang
Dinas Komunikasi dan tugasnya
[nformatika Kabupaten
Sukoharjo




Yayuk Sri Wahyuni, 5.50s.

Fungsional Umum pada Bagian

Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggungjawab
sesual bidang
tugasnya

RUPATI SUKOHARJO,

o

WARDOYO WIJAYA




BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : €8 /638 Athun 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN

PERBUATAN ASUSILA

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan
Prostitusi dan Perbuatan Asusila maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan

pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun
rancangan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa guna menunjang Kkelancaran pelaksanaan

penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila perlu
membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, hurut b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonegia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peratuan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun
2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan
Asusila {Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 243);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
diktum KESATU sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan
Asusila; dan

c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada
Bupati.



ETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2017.

KEEMPAT . Keputusan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Segemer 20B-

BUPATI SUKOHARJO,

) P

WARDOYO WIJAYA ﬁ

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

1.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Sekretaris Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Pemerintahan Sekretaris

Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

. Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN

PERBUATAN ASUSILA
NO JABATAN/NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
| 1 2 3 | 4
1. | Bupati Sukoharjo T Pengarah ]Memharikan arahan |
dalam pelaksanaan
kegiatan.
2. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan  arahan
dalam pelaksanaan
kegiatan.

r . ¢, $

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Penanggung | Bertanggung jawab
Sukoharjo jawab mengkoordinir
pelaksanaan kegiatan.

4. | Asisten Pemerintahan | Koordinator | Bertanggung jawab
Sekretaris Daerah Kabupaten mengkoordinir
Sukoharjo pelaksanaan kegiatan

5. | Kepala Satuan Polisi Pamong Ketua Bertanggung  Jawab
Praja Kabupaten Sukoharjo seluruh Pelaksanaan

Kegiatan

6. | Kepala Bidang Pembinaan| Sekretaris | Bertanggung jawab
Ketertiban Umum dan sesual bidang
Ketentraman Masyarakat pada tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

7. | Sekretaris pada Satuan Polisi Anggota Bertanggung jawab

Pamong Praja Kabupaten sesual bidang
Sukoharjo tugasnya.

8. | Kepala Bidang  Penegakan Anggota Bertanggung jawab
Perundang-Undangan Daerah sesuat bidang
pada Satuan Polisti Pamong tugasnya.

Praja Kabupaten Sukoharjo




1 2 3 4

9. | Kepala Seksi Operasional dan Anggota Bertanggung jawab
Pengendalian Bidang Ketertiban sesuat bidang
Umum dan Ketentraman tugasnya.
Masyarakat pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo

10. | Kepala Seksi Pembinaan Anggota Bertanggung jawab

Ketertiban Umum dan sesual bidang
Ketenteraman Masyarakat tugasnya.
Bidang Ketertiban dan
Ketenteraman Masyarakat pada
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

11. { Kepala Seksi Deteksi Dini Anggota Bertanggung  jawab
Bidang Ketertiban Umum dan sesuai bidang
Ketenteraman Masyarakat pada tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

12. | Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota Bertanggung jawab
Kepegawaian Sekretariat pada sesual bidang
Satuan Polist Pamong Praja tugasnya.
Kabupaten Sukoharjo

13. | Kepala Seksi Penindakan Anggota Bertanggung jawab
Bidang Penegakan Perundang- sesuai bidang
Undangan Daerah pada Satuan tugasnya.

Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sukoharjo

14. | Kepala Sub Bagian Peratuan Anggota Bertanggung jawab
Perundang-Undangan pada sesuali bidang
Bagian Hukum  Sekretariat tugasnya.

Daerah Kabupaten Sukoharjo

15.1 1 (satu) orang anggota Komisi Anggota Bertanggung jawab
Penanggulangan Aids (KPA) sesual bidang
Kabupaten Sukoharjo tugasnya.

16. |1 (satu) orang unsur Dinas Anggota Bertanggung jawab
Kesehatan Kabupaten sesuai bidang
Sukoharnjo tugasnya.

17.1 2 {dua) orang anggota Penyidik Anggota Bertanggung jawab
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesual bidang
| Kabupaten Sukoharjo tugasnya.




1 2 3 4

18. 11 (satu) orang unsur Dinas Anggota Bertanggung jawab
Sosial Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang |

tugasnya.

19. | Dwi Wahyuni, SH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19820620 200903 2 006 sesual bidang
Fungsional Umum tugasnya.
Pengadministrasi perancang
perundang-undangan  pada
Bagian Hukum Sekretanat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

20. | Rewang Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19631209 198603 1 008 sesual bidang
Fungsional Umum  pada tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

21. ) Surono Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19660212 200604 1 013 sesual bidang
Fungsional Umum  pada tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukohario

22. | Sukardi Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19660707 200701 1 024 sesual bidang
Fungsional Umum  pada tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

23. | Parjo Anggota Bertanggung  jawab
NIP. 19761129 200801 1 002 sesuai bidang
Fungsionat Umum  pada tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo




1 3 | 4

24 . | Supri Anggota lBertanggung jawab
NIP. 19771019 200701 1 006 sesual bidang
Fungsional Umum  pada tugasnya.
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo

25. | Tukirin Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19721111 200701 1 010 sesual bidang
Fungsional Umum  pada tugasnya.
Satuan Polisi Pamong Praja

| Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

(o

WARDOYO WIJAYA [




